
Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
a. bahwa dalam rangka meningkatknn ef ktivi h

penyelenggaraan pemerintahan provinsi, knbuputen dan kotn
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukun bngi
hasil dana penerimaan pajak air permukaan pern ~rintuh
provinsi kepada pernerintah provinsi dan pernerintah
kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dun bagi h 1 il
pemerintah provinsi dan masing-masing pernerintah
kabu pa ten / kota;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peruturun
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pajak air
permukaan merupakan pajak provinsi dan penerirnaanny
dibagikan kepada pernerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnan dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraruran
Gubern ur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air
Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kola Periode Penerimaan Bulan Oktober S' rnpai
Dengan Bulan Desember 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N ru R publik
Indonesia Tahun 19 5;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Nomor 21 Tahun 1958 tentang ~ne{
Darurat Nom~r 10 Tahun 1957 f m '1\ mengen i
Pemberuukan H ruh Swatant l Tint( t I K lin mIl n S 1 tan
sebu:lui Undang-Undang (1 III n Ncgnru R c publik
Ind nCl'iiu Tuhun 19 Nomor 6 • Tun than Lem n
NCf.t ra Republik Indone it NOUlOr 11(6);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingal:

Menimbang:

BAGl HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTI H
PROVINS) DAN PEMERJNTAH KABUPATEN/KCYfA PERIODE PENERIMMN

BULAN OKTOBER SAMPA] DENGAN BULAN DESEMBER 20 0

TENTANG

PERATURAN aUBERNUR KALIMANTAN S.ELATAN

NOMOR O'~ TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

] 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tabun 2007 Nomor ]3);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
3. Pernerintah Daerah adalah Gubemur sebagai un ur penyelen urn

Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan uru n pem rint _han Y OK
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kotn di Provin i
Kalimantan Selatan.

5. Pernerintah Kabupaterr/Kotu adalah pernerintnh kubuput n/kotu di Provin
Kalimantan Selatan.

6. Bupatij Walikota adalah Bupntj/WllHkotu di Provinsi Kallmantan Sel tan,
7. Badan Keuangan Daeruh ynng selanjutnyr di ebut Bod n dolah

menyelenggarakan urusan pemerintnhan dl bidang keunngan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN
PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERJNTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN
OKTOBER SAMPAIDENGANBULAN DESEMBER 2020.

Menetapkan:

12. Peraturnn Dacrnh Provine! Kulhnnntun 8 lntnn Nomor
Tahun 2011 tcntnng Pnjuk Dncrnh Provlnnl '("lltman'''f1
Selatan (Lcmbnrun Dncrnh Provinui l(olirrwnlsU) !-\cl"llifl
Tahun 2011 Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Knlimnnum ~clut"n Nnmnr ()fJ2
Tahun 2012 l ntnng Si tern dnn Pro cdur Pcnv.clul,,"n
Keuangnn Dncrnh Atus Pcluksununn Af1~J'.llrnn Pcndup .. 'lIn
dan Bclanjn Dacrnh Provinsi Knlimnntnn S In,"n (fJcrllU
Dacrah Provinsi Knlimnntnn elntnn Tuhun 2012 Nomor ()2)
sebagairuana tclah diubnh bcbcrnpn knli, tcrukhir dcnwm
Pernturnn Gubcrnur Kulirnuntnn Sclntnn NOrTIor 071
Tahun 2018 tentnng Sistcrn dun Proscdrrr P ngclolnun
Keuangan Daerah Atas Pelnksunnan AnfQv,rnn P ndnputrm
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimnntnn Sclntlln (Dcrifn
Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Tnhun 2018 Nomor 71);

14. Peraturan Gubemur Kalirnnntun Sclntun Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pclnksanann Peruturnn Dneruh
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tnhun 20 I I tcnronv.
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selntun [Beritn Ducrnh
Provinsi Kalimantan Selatan Tnhun 2015 Nomor (7)
sebagaimana telah diubah dcngan Pcruturun Oubcrnur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 lentang Perubuhun
Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaun Peraturnn Ducruh
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 201 1 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan (Beritu Dneruh
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nornor 7);
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Bagian Kedua
Tata Cam Penyaluran

Pasal4
(1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah mentransfer dana bagi hasil

penerimaan pajak air permukaan bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum
daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
POLA PEMBAGIAN,TATACARA PENYALURAN,DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal3
(1) Alokasi dana penerimaan pajak air pennukaan yang menjadi bagian

pemerintah kabupatenj'kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan pajak air permukaan.

(2) Alokasi penerimaan pajak air pennukaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota diatur dan
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dibagi rata untuk semua kabupaten/ kota sebagai aspek pemerataan; dan
b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan pajak air pennukaan.

(3) Alokasi penerimaan pajak air pennukaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk periode penerimaan bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
HASILPENERIMAANPAJAKAIRPERMUKAANYANGDIBAGI

Pasal2
Hasil penerimaan pajak air permukaan merupakan dana bagi hasil yang dibagikan
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk periode Bulan
Oktober sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp1.242.885.603,00 (satu
miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu
enam ratus tiga rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:
a. pemerintah provinsi sebesar 50% x Rp1.242.885.603,00 = Rp621.442.801,50

(enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan
ratus satu rupiah lima puluh sen); dan

b. pemerintah kabupaten/kota sebesar 50% x Rpl.242.885.603,OO
Rp621.442.801,50 (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh
dua ribu delapan ratus satu rupiah lima puluh sen).

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan BeJanja
Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
tennasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

10. Pajak Air Pennukaan adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaaatan
air permukaan.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SEUTAN TAHUN 2021 NOMOR ,&

S DAERAH PROVINSI
~ ~~~~T~SEUT~

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal .!'.J. 'Ipr,'" .2.0~I

RIZALZA

Ditetapkan di Banjamasin
pada tanggal .2.1 ",.,.." ~

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

BABIV
PENGGUNAAN

Pasal6
Tara cam penggunaaan dan penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak air
permukaan, diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota,

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 5
(1) Penerirnaan dana bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 4 harus dicanturnkan dalam APBD masing-masing
Kabupaterr/Kota.

(2) Pencantuman dana bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaterr/kota.

(2) Transfer dana bagi hasil penerimaan pajak air permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterima pemerintah kabupaten Zkota selambat
lambatnya sebelum triwulan berikutnya.
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